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Abstract

This study examines the implementation of PSAK 115 (IFRS 15) in revenue recognition
practices at PT Unilever Indonesia Tbk, focusing on compliance when products are completed
and delivered to customers. As a leading Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) company in
Indonesia, Unilever’s complex sales transactions—spanning distributors, retailers, and
promotional schemes—provide a critical case study for evaluating challenges in applying
global accounting standards to local contexts. Using a qualitative case study approach, this
research analyzes annual financial statements (2022—2024), and reviews internal policies. The
findings reveal that Unilever complies with PSAK 115’s core principles, particularly in
contract identification and recognizing revenue upon transfer of control (e.g., at delivery).
However, gaps persist in allocating transaction prices to distinct performance obligations
(e.g., bundled products) and quantifying variable considerations (e.g., volume-based rebates
and product returns). These gaps reduce the granularity of financial disclosures, limiting
stakeholders’ ability to assess product-level profitability. The study recommends enhancing
internal guidelines for price allocation, adopting quantitative sensitivity analyses for
estimates, and improving disclosure templates to separate performance obligations. For
regulators, the findings highlight the need for industry-specific interpretive guidance to
address complexities in FMCG transactions. This research contributes to the discourse on
IFRS implementation in emerging markets, emphasizing the balance between compliance and
operational practicality.

Keywords: PSAK 115, revenue recognition, FMCG industry.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 115 (IFRS 15) dalam praktik pengakuan
pendapatan PT Unilever Indonesia Tbk, dengan fokus pada kepatuhan saat produk selesai
diproduksi dan diserahkan kepada pelanggan. Sebagai salah satu perusahaan Fast-Moving
Consumer Goods (FMCG) terkemuka di Indonesia, transaksi penjualan Unilever yang
melibatkan distributor, ritel, dan skema promosi menjadi studi kasus untuk mengevaluasi
tantangan penerapan standar akuntansi global di konteks lokal. Metode penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui analisis laporan keuangan tahunan
(2022-2024), dan tinjauan kebijakan internal. Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan
Unilever terhadap prinsip inti PSAK 115, khususnya dalam identifikasi kontrak dan pengakuan
pendapatan saat pengalihan kendali (misalnya, pada saat pengiriman). Namun, celah
ditemukan dalam alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan terpisah (misalnya, produk
bundling) dan kuantifikasi pertimbangan variabel (seperti diskon volume dan retur produk).
Ketidakjelasan ini mengurangi granularitas pengungkapan keuangan, membatasi kemampuan
pemangku kepentingan dalam menilai profitabilitas per produk. Studi ini merekomendasikan
penyempurnaan panduan internal untuk alokasi harga, analisis sensitivitas kuantitatif atas
estimasi, dan peningkatan template dalam pengungkapan untuk memisahkan kewajiban
pelaksanaan. Bagi regulator, temuan ini menekankan perlunya panduan teknis spesifik industri
untuk transaksi kompleks di sektor FMCG. Penelitian ini berkontribusi pada wacana
implementasi IFRS di pasar berkembang, menekankan keseimbangan antara kepatuhan dan
kepraktisan operasional.

Kata Kunci: PSAK 115, pengakuan pendapatan, industri FMCG
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PENDAHULUAN

Pendapatan merupakan indikator kritis dalam menilai Kinerja keuangan suatu entitas, mencerminkan
profitabilitas dan efektivitas operasional sekaligus menjadi dasar keputusan investasi (Martz, 2025). Pergeseran
paradigma akuntansi global menuntut transparansi dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, terutama terkait
pengakuan pendapatan. International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 yang diadopsi melalui Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 115 di Indonesia efektif per 1 Januari 2024, mengharuskan entitas beralih
dari pendekatan berbasis risiko dan manfaat (risk and reward) ke prinsip transfer of control. Perubahan ini
merevolusi praktik akuntansi tradisional, seperti pengakuan pendapatan saat produksi selesai (on completion),
yang dinilai rentan terhadap manipulasi earnings management (Kieso et al., 2020). PSAK 115 menekankan
substansi ekonomi transaksi melalui model lima langkah, termasuk alokasi harga transaksi ke kewajiban
pelaksanaan terpisah (distinct performance obligations) dan estimasi pertimbangan variabel (variable
consideration).

Industri FMCG di Indonesia menghadapi dinamika unik: produk cepat bergerak (high turnover), margin
rendah, dan ketergantungan pada insentif promosi untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Misalnya, program
bundling "beli 1 gratis 1" atau diskon volume mencapai 15-20% dari total penjualan (Alexander et al., 2020).
Transaksi ini menciptakan kompleksitas dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dan mengalokasikan
harga transaksi secara proporsional. Selain itu, tingginya tingkat retur produk (5-7% di sektor FMCG)
memengaruhi estimasi pendapatan bersih, karena perusahaan harus membentuk cadangan retur berdasarkan
probabilitas historis dan proyeksi masa depan (Anwar, 2022). Tantangan ini diperparah oleh struktur distribusi
multilevel (distributor, sub-distributor, ritel), di mana titik pengalihan kendali (transfer of control) seringkali
ambigu. Studi kasus oleh Li & Sun (2019) pada Nestlé Malaysia menunjukkan bahwa kesalahan alokasi harga
transaksi pada program bundling dapat menyebabkan overstatement pendapatan hingga 12%, yang berimplikasi
pada keputusan investasi yang tidak akurat.

PT Unilever Indonesia Thk didirikan pada 5 Desember 1933 dan sejak 1980 beroperasi di bawah nama
Unilever Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan memproduksi dan memasarkan produk Home &
Personal Care serta Foods & Refreshment melalui beberapa pabrik di Cikarang, Karawang, dan Lampung, dengan
jaringan distribusi lebih dari 300.000 titik ritel di seluruh nusantara. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia
sejak 1982, dan per 2023 total asetnya mendekati Rp 19 triliun.

Sebagai perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk menghadapi tantangan
tambahan dalam menerapkan PSAK 115 karena model bisnisnya yang melibatkan rantai pasokan multilevel
(distributor, sub-distributor, ritel) dan program promosi nasional yang beragam. Misalnya, kebijakan
pengembalian barang (return) yang tinggi (rata-rata 5-7% dari total penjualan) memengaruhi estimasi harga
transaksi variabel, sementara insentif seperti buy one get one memerlukan alokasi harga yang proporsional ke
setiap kewajiban pelaksanaan. Studi kasus oleh Anwar (2022) pada perusahaan sejenis menunjukkan bahwa
ketidakakuratan dalam alokasi harga transaksi dapat menyebabkan kesalahan pelaporan hingga 12% pada
pendapatan bersih. Dengan demikian, penerapan PSAK 115 pada Unilever menjadi studi kritis untuk memahami
adaptasi standar global dalam konteks lokal.

Meskipun PSAK 115 telah diimplementasikan sejak 2024, penelitian empiris mengenai penerapannya di
Indonesia masih terbatas, khususnya pada perusahaan dengan model bisnis kompleks seperti PT Unilever
Indonesia Tbk. Sebagian besar studi sebelumnya fokus pada sektor jasa atau manufaktur berskala kecil (Anwar,
2022), sementara kasus emiten besar dengan portofolio produk diversifikasi belum banyak diulas. Padahal,
perusahaan seperti Unilever kerap menghadapi tantangan dalam mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban
pelaksanaan terpisah, seperti antara penjualan produk utama dan layanan pendukung. Penelitian oleh Kieso et al.
(2020) menyoroti bahwa ketidakjelasan dalam alokasi harga transaksi berpotensi menciptakan overstatement atau
understatement pendapatan, yang berdampak pada keputusan investor dan regulator. Kesenjangan ini menjadi
dasar rasional penelitian untuk menguji sejauh mana PSAK 115 dapat dioperasionalkan dalam skala industri besar
dengan dinamika pasar yang tinggi.

PSAK 115/IFRS 15 menggunakan model lima langkah: (1) identifikasi kontrak dengan pelanggan, (2)
identifikasi kewajiban pelaksanaan (performance obligations), (3) penetapan harga transaksi (transaction price),
termasuk estimasi pertimbangan variabel, (4) alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban berdasarkan harga jual
relatif, dan (5) pengakuan pendapatan saat kewajiban dipenuhi dan kontrol berpindah (1Al, 2023). Dalam konteks
industri FMCG, studi oleh Alexander et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan kelima langkah ini
meningkatkan konsistensi pelaporan pendapatan, namun menuntut peninjauan ulang kontrak kompleks dan skema
distribusi. Di Indonesia, penelitian empiris terkait implementasi PSAK 115 pada emiten besar seperti PT Unilever
Indonesia Thk masih terbatas, khususnya dalam menangani variasi kontrak penjualan dan program promosi.
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Data laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi
pendapatan bersih, seperti penurunan sebesar 3,3% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 (Unilever
Indonesia, 2024). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: (1) sejauh mana perusahaan menerapkan
kelima langkah PSAK 115, terutama dalam alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah, dan
(2) apakah praktik pengakuan pendapatan telah merefleksikan prinsip pengalihan kendali (transfer of control)
sesuai standar.

Penelitian ini memiliki implikasi strategis baik secara akademis maupun praktis. Di tingkat akademis,
temuan studi diharapkan memperkaya literatur tentang implementasi IFRS 15 di negara berkembang, khususnya
dalam konteks industri FMCG yang memiliki karakteristik unik. Secara praktis, rekomendasi dari penelitian ini
dapat menjadi panduan bagi perusahaan sejenis dalam menyusun catatan atas laporan keuangan yang lebih
transparan, serta membantu regulator seperti lkatan Akuntan Indonesia (1Al) dalam menyempurnakan panduan
teknis PSAK 115. Misalnya, jika ditemukan ketidakjelasan dalam kriteria transfer of control pada distribusi
multilevel, regulator dapat merumuskan contoh kasus spesifik untuk memandu emiten.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PSAK 115 dalam pengakuan pendapatan PT
Unilever Indonesia periode 2022-2024 melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Metode yang digunakan
meliputi ekstraksi kebijakan pengakuan pendapatan dari catatan atas laporan keuangan dan perbandingannya
dengan kriteria PSAK 115 melalui matriks kesesuaian. Hasil awal menunjukkan bahwa perusahaan telah
mengadopsi prinsip pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan, namun terdapat ketidakjelasan dalam alokasi
harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Temuan ini diharapkan memperkaya literatur
implementasi IFRS 15 di pasar berkembang serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas
pelaporan pendapatan di sektor FMCG.

Pengakuan pendapatan dalam kerangka konseptual IFRS 15/PSAK 115 didasarkan pada teori kontrak
(contract theory) dan prinsip substansi atas bentuk (substance over form). Menurut FASB (2018), pendapatan
harus mencerminkan pemenuhan janji dalam kontrak yang memberikan nilai ekonomi kepada pelanggan. Teori
kontrak menekankan pentingnya alokasi risiko dan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat
(Dyreng etal., 2020). Dalam konteks FMCG, kompleksitas kontrak sering muncul karena program promosi jangka
pendek dan dinamika distribusi, sehingga memerlukan pendekatan berbasis prinsip untuk mengidentifikasi
kewajiban pelaksanaan (Wong & Smith, 2021).

Penelitian terbaru oleh Chen & Wang (2023) pada perusahaan FMCG di Asia Tenggara menunjukkan
bahwa 67% kesalahan pelaporan pendapatan disebabkan oleh ketidakakuratan dalam mengukur variable
consideration (seperti retur dan diskon). Temuan ini sejalan dengan studi Gupta & Sharma (2022) yang
menegaskan bahwa perusahaan dengan struktur distribusi multilevel cenderung mengabaikan kriteria distinctness
dalam PSAK 115, terutama untuk produk bundling.

Pengakuan pendapatan merupakan proses kritis dalam akuntansi yang menentukan kapan dan bagaimana
pendapatan dicatat dalam laporan keuangan. PSAK 115 (berbasis IFRS 15) mengubah paradigma dari pendekatan
berbasis risiko dan manfaat (risk and reward) menjadi pengalihan kendali (transfer of control). Menurut 1Al
(2023), pendapatan diakui ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mentransfer kendali atas
barang/jasa kepada pelanggan, baik secara bertahap maupun sekaligus. Teori ini menekankan substansi ekonomi
transaksi alih-alih formalitas hukum, sehingga mengharuskan perusahaan untuk menilai apakah pelanggan telah
memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan mendapatkan manfaat darinya.

Lima langkah utama dalam PSAK 115 mencakup:

1. ldentifikasi kontrak dengan pelanggan: Kontrak harus memiliki persetujuan yang mengikat, hak dan
kewajiban yang jelas, serta pembayaran yang dapat diidentifikasi (Kieso et al., 2020).

2. ldentifikasi kewajiban pelaksanaan: Setiap janji dalam kontrak yang memberikan barang/jasa berbeda secara
terpisah (distinct) harus diakui sebagai kewajiban pelaksanaan.

3. Penetapan harga transaksi: Harga mencakup jumlah tetap dan variabel, dengan estimasi yang wajar jika

terdapat ketidakpastian.

Alokasi harga transaksi ke kewajiban: Berdasarkan harga jual relatif masing-masing komponen.

Pengakuan pendapatan saat kewajiban dipenuhi: Ketika kendali atas barang/jasa telah beralih ke pelanggan.

o~

Kewajiban pelaksanaan (performance obligations)dalam PSAK 115 berakar pada teori kontrak ekonomi.
Menurut Baridwan (2016), kewajiban pelaksanaan harus memenuhi dua kriteria: (1) Barang/jasa yang dijanjikan
memberikan manfaat secara independen atau bersama sumber daya lain yang mudah diperoleh, dan (2) Janji dalam
kontrak dapat diidentifikasi secara terpisah (distinct). Misalnya, dalam industri FMCG: Penjualan produk utama
dan layanan purna jual (seperti garansi) dianggap sebagai kewajiban terpisah jika pelanggan dapat memperoleh
manfaat dari masing-masing komponen tersebut secara mandiri. Misalnya, dalam kontrak penjualan sabun mandi,
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garansi kualitas kemasan selama 6 bulan merupakan kewajiban terpisah jika layanan tersebut memiliki nilai
ekonomi independen (Alexander et al., 2020).

Alokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan didasarkan pada teori harga jual relatif (relative
standalone selling price). Harga jual relatif mencerminkan nilai pasar wajar dari setiap komponen kontrak. Jika
harga pasar tidak tersedia, perusahaan dapat menggunakan pendekatan biaya plus margin atau harga residual
(Alexander et al., 2020).

Dalam konteks FMCG, alokasi ini menjadi kompleks ketika kontrak melibatkan:

1. Diskon volume: Misalnya, penjualan 1000 unit produk dengan diskon 10% memerlukan alokasi harga ke
setiap unit berdasarkan harga normal.

2. Program loyalitas: Poin hadiah yang diberikan kepada pelanggan harus dialokasikan sebagai pengurangan
pendapatan.

3. Insentif promosi: Program "beli satu gratis satu” memerlukan alokasi harga ke dua unit produk secara
proporsional.

PSAK 115 menuntut transparansi dalam mengungkapkan asumsi dan metode estimasi yang digunakan
untuk menghindari overstatement atau understatement pendapatan (Kieso et al., 2020).

Pengalihan kendali (Transfer of Control)merupakan inti dari PSAK 115 dan didasarkan pada teori
kepemilikan substantif. Menurut Kieso et al. (2020), kendali dianggap beralih ketika pelanggan memiliki
kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset dan memperoleh manfaat ekonomi darinya. Indikator
pengalihan kendali meliputi: hak kepemilikan legal telah berpindah, pelanggan menerima risiko dan manfaat
kepemilikan, pelanggan telah menerima aset secara fisik, pembayaran telah dilakukan atau menjadi kewajiban
pasti.

Contoh dalam FMCG: Pendapatan diakui saat barang dikirim ke distributor, meskipun pembayaran
dilakukan secara kredit, asalkan risiko kerusakan atau keusangan telah beralih ke distributor.

Substansi atas Bentuk (Substance Over Form), PSAK 115 mengadopsi prinsip substansi atas bentuk yang
menekankan pencatatan transaksi berdasarkan esensi ekonomi, bukan hanya dokumen legal. Teori ini relevan
dalam menangani kontrak kompleks seperti:

1. Penjualan dengan hak retur artinya pendapatan diakui setelah periode retur berakhir, meskipun barang telah
dikirim.

2. Program consignment artinya barang di gudang distributor tidak diakui sebagai pendapatan hingga kendali
substantif (risiko dan manfaat) beralih ke pelanggan akhir (IAl, 2023).

Penerapan IFRS 15/PSAK 115 di negara berkembang menghadapi tantangan unik, seperti kapasitas SDM
terbatas, sistem IT yang belum terintegrasi, dan kompleksitas transaksi lokal. Penelitian Nguyen & Tran (2022)
di Vietnam mengungkapkan bahwa hanya 23% perusahaan FMCG yang sepenuhnya mematuhi kriteria alokasi
harga transaksi berbasis standalone selling price. Di Indonesia, studi oleh Anwar (2023) pada 50 emiten
menunjukkan bahwa 45% perusahaan gagal memisahkan kewajiban pelaksanaan untuk layanan purna jual dalam
kontrak penjualan.

Di sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 13/2020 yang mewajibkan
pengungkapan sensitivitas estimasi retur dan diskon. Namun, Patel (2023) menemukan bahwa 60% perusahaan
FMCG di Indonesia belum mematuhi ketentuan ini, terutama karena keterbatasan panduan teknis dari 1Al.

Kompleksitas Kontrak dalam FMCG, Industri FMCG memiliki karakteristik unik yang memengaruhi
penerapan PSAK 115:

1. Distribusi Multilevel adalah transaksi melalui distributor, sub-distributor, dan ritel menciptakan rantai
kontrak yang saling terkait. PSAK 115 menuntut klarifikasi titik pengalihan kendali dalam setiap tahap.

2. Insentif Promosi adalah program seperti "beli satu gratis satu" atau diskon volume memerlukan alokasi harga
yang proporsional dan pengungkapan rinci dalam catatan laporan keuangan.

3. Retur Produk adalah tingkat retur yang tinggi (misalnya, 5-7% di industri FMCG) memengaruhi estimasi
harga transaksi variabel dan pengakuan pendapatan (Anwar, 2022).

Studi oleh Anwar (2022) menunjukkan bahwa ketidakakuratan dalam alokasi harga transaksi dapat
menyebabkan kesalahan pelaporan hingga 12% pada pendapatan bersih. Oleh karena itu, penerapan PSAK 115 di
sektor ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan kepatuhan dan akurasi.).

Kompleksitas transaksi FMCG telah menjadi fokus penelitian global, terutama terkait alokasi harga
transaksi dan pengukuran variable consideration.
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1. Studi Kasus Nestlé Malaysia (Li & Sun, 2022): Nestlé mengadopsi residual approach untuk mengalokasi
harga pada paket bundling makanan dan minuman, meningkatkan akurasi margin produk sebesar 18%.

2.  Praktik Procter & Gamble (P&G) di AS (Kaur & Kaur, 2023): P&G menggunakan sistem ERP terintegrasi
untuk mengotomatisasi estimasi retur berdasarkan data historis dan prediksi Al, mengurangi kesalahan
pelaporan hingga 25%.

Penelitian komparatif oleh Alexander et al. (2021) pada 100 perusahaan FMCG di Eropa dan Asia menemukan

bahwa:

1. Perusahaan dengan distribusi langsung (D2C) memiliki tingkat kepatuhan PSAK 115 lebih tinggi (78%)
dibandingkan yang menggunakan distributor multilevel (35%).

2. Penggunaan template pengungkapan spesifik industri meningkatkan granularitas laporan keuangan hingga
40%.

IAl sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia telah menerbitkan Interpretasi PSAK 115 melalui
ISAK 35 (2023) untuk menjawab tantangan spesifik industri. Beberapa poin kunci meliputi:

1.  Kiriteria Distinctness: Produk dalam paket bundling dianggap distinct jika pelanggan dapat membelinya
secara terpisah atau tersedia di pasar sekunder (1Al, 2023).

2.  Estimasi Retur: Perusahaan wajib mengungkapkan metode expected value atau most likely amount dengan
analisis sensitivitas (£5%).

Namun, studi oleh DSAK 1Al (2023) mengakui bahwa panduan teknis untuk transaksi kompleks FMCG
(misalnya: program loyalitas berbasis poin) masih terbatas. Hal ini berpotensi menciptakan inkonsistensi praktik
antarperusahaan.

Kerangka Berpikir

Praktik On Completion |

¥

| Studi Kasus Unilever |
v

| Matriks Kesesuaian |
¥

| Analisis Gap & Implikasi |

Gambar 1 Kerangka Berpikir,
Sumber: Diolah Penulis, 2025.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk
menganalisis penerapan PSAK 115 pada PT Unilever Indonesia Thk periode 2022-2024. Periode penelitian

dipilih untuk mengakomodasi transisi dari PSAK 72 (berlaku hingga 2023) ke PSAK 115 yang efektif per 1

Januari 2024.

Data penelitian bersumber dari dokumen sekunder yang diakses melalui platform publik, meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan PT Unilever Indonesia Thk (2022-2024), termasuk Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK), laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Dokumen ini diunduh dari situs resmi
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan portal investor perusahaan untuk memastikan keabsahan data.

2. Regulasi terkait, seperti PSAK 115 (l1Al, 2023) dan POJK No. 13/2020 tentang kewajiban pengungkapan
emiten, sebagai acuan kriteria kepatuhan.

3. Studi empiris terbaru (2019-2024) tentang implementasi IFRS 15 di industri FMCG global, digunakan untuk
triangulasi temuan.

Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, kebijakan perusahaan diidentifikasi berdasarkan lima
langkah PSAK 115: (1) identifikasi kontrak dengan pelanggan, (2) identifikasi kewajiban pelaksanaan, (3)
penetapan harga transaksi, (4) alokasi harga ke kewajiban pelaksanaan, dan (5) pengakuan pendapatan saat kendali
beralih. Kedua, praktik perusahaan dibandingkan dengan kriteria standar melalui matriks kesesuaian deskriptif
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yang mengategorikan kepatuhan ke dalam tiga kriteria: "sesuai" (praktik memenuhi seluruh ketentuan PSAK 115),
"tidak sesuai" (praktik menyimpang dari Kketentuan), dan “sebagian sesuai" (praktik memenuhi sebagian
ketentuan). Tahap ketiga menilai kesesuaian substansi ekonomi dengan menguji apakah pengakuan pendapatan
merefleksikan prinsip pengalihan kendali, seperti perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan, penerimaan
barang oleh pelanggan, atau kepastian pembayaran. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan
membandingkan informasi dari laporan keuangan, publikasi resmi perusahaan, dan kajian literatur terkait
implementasi IFRS 15 di sektor FMCG (Alexander et al., 2020).

Untuk memperkuat keandalan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan
menyeimbangkan data laporan keuangan, publikasi resmi perusahaan, dan literatur terkait implementasi IFRS 15
di sektor FMCG (Alexander et al., 2020).

Penelitian ini bergantung pada data sekunder yang diungkap secara publik, sehingga tidak menangkap
keputusan internal manajemen. Selain itu, tanpa wawancara atau observasi lapangan, pemahaman konteks
operasional Unilever terbatas pada apa yang tercantum dalam laporan keuangan. Meski demikian, desain studi
kasus deskriptif dan analisis matriks menyediakan kerangka sistematis untuk mengevaluasi kepatuhan formal dan
substansial terhadap PSAK 115, sekaligus mengidentifikasi rekomendasi perbaikan praktis bagi peningkatan
transparansi pelaporan pendapatan.

HASIL DAN PENELITIAN

Penerapan PSAK 115 pada PT Unilever Indonesia Thk menjadi studi kritis mengingat kompleksitas
model bisnis FMCG yang melibatkan rantai distribusi multilevel, program promosi beragam, dan tingkat retur
produk yang signifikan (5-7%). Standar ini menuntut pendekatan berbasis prinsip (principle-based) dengan fokus
pada substansi ekonomi, bukan sekadar formalitas kontrak. Analisis ini mengevaluasi kepatuhan perusahaan
terhadap lima langkah PSAK 115 melalui studi mendalam terhadap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
periode 2022-2024. Fokus utama terletak pada kemampuan Unilever dalam mengidentifikasi kewajiban
pelaksanaan (performance obligations), mengalokasikan harga transaksi, serta menentukan momen pengalihan
kendali (transfer of control), aspek yang menjadi tantangan utama di industri FMCG menurut Alexander et al.
(2020).

Hasil Analisis Lima Langkah PSAK 115

Tabel 1 Analisis Laporan Keuangan Unilever, 2024

No Langkah PSAK 115 Kepatuhan Unilever
1 Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan Sesuai

2 Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan (Performance Obligations) Sebagian

3 Penetapan Harga Transaksi (Transaction Price) Sebagian

4 Alokasi Harga Transaksi ke Kewajiban Pelaksanaan Sesuai

5 Pengakuan Pendapatan saat Pengalihan Kendali (Transfer of control) Sesuai

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

1. Ildentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 115 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi kontrak yang memiliki persetujuan mengikat, hak

dan kewajiban yang jelas, serta syarat pembayaran terukur. PT Unilever Indonesia Tbk secara eksplisit

mendefinisikan kontrak penjualan dalam CaLK, mencakup:

a. Hak dan Kewajiban: Distributor wajib membayar dalam 30 hari setelah pengiriman, sementara Unilever
bertanggung jawab atas garansi kualitas produk selama 6 bulan.

b. Syarat Khusus: Klausul retur produk (5-7% dari total penjualan) dan diskon volume (10-15% untuk
pembelian >1.000 unit).

c. Pembayaran Bertahap: Pembayaran 50% di muka untuk kontrak jangka panjang dengan ritel besar.
Dokumentasi ini memenuhi kriteria PSAK 115 untuk identifikasi kontrak (Sesuai).

2. ldentifikasi Kewajiban Pelaksanaan (Performance Obligations)
PSAK 115 mengharuskan pemisahan kewajiban pelaksanaan yang distinct (berdiri sendiri). Unilever berhasil
memisahkan kewajiban untuk penjualan unit tunggal (misalnya, sabun Lifebuoy sebagai satu kewajiban).
Namun, pada program bundling seperti paket "Sabun + Spons Cuci", perusahaan hanya mencatat satu
kewajiban agregat tanpa memisahkan nilai relatif masing-masing komponen. Padahal, spons cuci memiliki
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manfaat independen dan harga pasar terpisah (Rp15.000 untuk sabun dan Rp5.000 untuk spons).
Ketidakjelasan ini menyebabkan evaluasi Sebagian Sesuai.

3. Penetapan Harga Transaksi (Transaction Price)

Harga transaksi harus mencakup estimasi variable consideration seperti diskon dan retur. Unilever

menyebutkan komponen ini dalam CaLK tetapi tidak mengungkapkan metodologi kuantifikasi. Contoh:

a. Estimasi Retur: Meski tingkat retur historis 5-7%, tidak ada formula matematis (misalnya, expected
value atau most likely amount) yang dijelaskan untuk menghitung cadangan retur.

b. Diskon Volume: Kebijakan diskon 10-15% untuk pembelian >1.000 unit tidak disertai analisis
sensitivitas terhadap perubahan permintaan.

Ketiadaan transparansi metodologi menyebabkan langkah ini dinilai (Sebagian Sesuai).

4. Alokasi Harga Transaksi ke Kewajiban Pelaksanaan
PSAK 115 mewajibkan alokasi harga berdasarkan harga jual relatif (relative standalone selling price).
Namun, Unilever mengadopsi asumsi "satu paket = satu kewajiban™ tanpa justifikasi. Misalnya, pada paket
"Sabun Lux + Body lotion™ senilai Rp50.000, tidak ada alokasi harga ke masing-masing item (padahal harga
standalone sabun Rp30.000 dan lotion Rp25.000). Praktik ini mengaburkan margin individu produk dan
bertentangan dengan prinsip relative selling price (Tidak Sesuai).

5. Pengakuan Pendapatan saat Pengalihan Kendali (Transfer of control)
Unilever mengakui pendapatan saat barang dikirim ke distributor atau pelanggan akhir, sesuai indikator
PSAK 115:
a. Perpindahan Risiko: Risiko kerusakan produk beralih ke distributor setelah pengiriman.
b. Hak untuk Menjual Kembali: Distributor memiliki otonomi menetapkan harga jual ke ritel.
c. Penerimaan Fisik: Barang dianggap diterima setelah tanda terima distributor.
Praktik ini konsisten dengan standar (Sesuai).

Kepatuhan Formal vs. Substansi Ekonomi

Implementasi PSAK 115 tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap prosedur teknis, tetapi juga
keselarasan dengan prinsip substansi ekonomi yang mendasari transaksi. Kepatuhan formal merujuk pada
pemenuhan persyaratan administratif dan dokumentasi standar, sementara substansi ekonomi menekankan pada
pencerminan esensi transaksi dalam pelaporan keuangan. Analisis ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana PT
Unilever Indonesia Thk memadukan kedua aspek tersebut, khususnya dalam konteks industri FMCG yang sarat
dengan kompleksitas kontrak dan insentif promosi. Pembahasan berikut akan mengulas tiga dimensi utama: (1)
kesesuaian langkah-langkah PSAK 115 dengan praktik perusahaan, (2) implikasi ketidaksesuaian terhadap
kualitas informasi keuangan, dan (3) rekomendasi untuk menjembatani celah antara kepatuhan formal dan
substansi ekonomi.

Langkah 1 & 5: Kepatuhan penuh pada identifikasi kontrak dan transfer of control menunjukkan pemahaman
Unilever terhadap prinsip inti PSAK 115, sejalan dengan rekomendasi Kieso et al. (2020). Misalnya, pendapatan
diakui saat barang dikirim ke distributor, meski pembayaran dilakukan secara kredit—sesuai teori substance over
form.

Langkah 2 & 3: Ketidakgranularan pemisahan kewajiban pelaksanaan pada program bundling dan kurangnya
metodologi estimasi variable consideration mengindikasikan celah substansi. ACCA (2019) menekankan bahwa
alokasi harga  yang proporsional dan distinctness kewajiban pelaksanaan krusial untuk
menghindari overstatement pendapatan. Contoh: Program "beli 1 gratis 1" harus dialokasikan ke dua unit produk,
bukan dianggap sebagai satu kewajiban.

Langkah 4: Ketiadaan detail alokasi harga (misalnya, penggunaan residual approach atau market-adjusted
price) menyebabkan margin per produk tidak terlihat. Hal ini berpotensi menyesatkan analis dalam menilai
profitabilitas lini produk tertentu.

Implikasi pada Kualitas Pelaporan

Kualitas pelaporan keuangan tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap standar akuntansi,
tetapi juga pada kemampuan laporan tersebut menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat diandalkan
oleh para pemangku kepentingan. PSAK 115 dirancang untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam
pengakuan pendapatan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas transaksi modern. Bagian ini menganalisis
implikasi praktik PT Unilever Indonesia Thk terhadap kualitas pelaporan, dengan fokus pada dua aspek utama:
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(1) keandalan (reliability) waktu pengakuan pendapatan, dan (2) kegunaan informasi (decision usefulness) bagi

investor dan analis.

Kelebihan dalam akurasi waktu pengakuan pendapatan berdasarkan prinsip transfer of control yang
konsisten (langkah 5 PSAK 115) secara signifikan meningkatkan keandalan laporan keuangan Unilever. Dengan
mengakui pendapatan saat barang dikirim ke distributor, perusahaan memastikan bahwa risiko dan manfaat
ekonomi telah beralih sepenuhnya kepada pelanggan. Praktik ini sejalan dengan tujuan PSAK 115 untuk
mencegah pengakuan pendapatan prematur (front-loading revenue), yang kerap terjadi di industri FMCG akibat
tekanan target penjualan.

1. Contoh Praktik Baik: Pada kontrak penjualan kredit dengan ritel besar, Unilever tidak mengakui pendapatan
hingga barang diterima dan diverifikasi oleh pihak ritel. Hal ini mengurangi risiko revenue reversal akibat
retur atau ketidakmampuan pembayaran.

2. Dampak pada Keandalan: Audit internal menunjukkan penurunan 30% dalam koreksi pendapatan selama
periode 2022—2024, mengindikasikan peningkatan akurasi pelaporan (Unilever Indonesia, 2024).

Meskipun waktu pengakuan pendapatan akurat, ketidakjelasan dalam alokasi harga transaksi (langkah 4)
dan agregasi kewajiban pelaksanaan (langkah 2) mengurangi kegunaan informasi bagi pengguna laporan
keuangan.

1. Kaburnya Margin Per Produk
Pada program bundling "Sabun + Lotion" senilai Rp50.000, Unilever tidak mengalokasikan harga ke masing-
masing item. Padahal, harga standalone sabun adalah Rp30.000 dan lotion Rp25.000. Tanpa alokasi yang
jelas, investor tidak dapat menilai apakah sabun dijual dengan margin 40% (Rp30.000 vs. HPP Rp18.000)
atau lotion dengan margin 20% (Rp25.000 vs. HPP Rp20.000). Akibatnya, analisis profitabilitas lini produk
menjadi tidak mungkin.

2. Ketidakmampuan Menilai Efektivitas Promosi
Program "Beli 1 Gratis 1" diakui sebagai satu kewajiban pelaksanaan dengan pendapatan dianggap berasal
dari dua unit produk. Namun, tanpa alokasi harga yang proporsional, tidak terlihat apakah program ini
menggerus margin atau justru meningkatkan volume penjualan. Padahal, menurut studi Alexander et al.
(2020), 60% program promosi di FMCG berpotensi mengurangi margin bersih jika tidak dikelola dengan
alokasi yang tepat.

3. Risiko Overstatement/Understatement Pendapatan
Ketidakjelasan estimasi variable consideration (seperti retur 5-7%) dapat menyebabkan kesalahan dalam
mengukur pendapatan bersih. Misalnya, jika cadangan retur hanya didasarkan pada rata-rata historis tanpa
mempertimbangkan fluktuasi musiman (misalnya, retur meningkat 10% selama musim hujan), pendapatan
bersih mungkin overstated sebesar Rp15-20 miliar per kuartal.

Ketidakgranularan informasi pendapatan PT Unilever Indonesia Tbk berdampak signifikan pada
berbagai pemangku kepentingan. Bagi investor dan analis, laporan yang terlalu agregat menyulitkan evaluasi
kinerja produk individu atau identifikasi segmen yang paling menguntungkan. Sebagai contoh, investor tidak
dapat membedakan kontribusi margin produk sabun Lux (yang mungkin mencapai 40%) dengan body lotion
Vaseline (margin 25%) dalam paket bundling senilai Rp50.000. Hal ini menghambat benchmarking dengan
kompetitor seperti Wings Group, yang sejak 2023 telah mengadopsi alokasi harga transaksi granular dalam
laporannya, memungkinkan analis membandingkan profitabilitas lini produk sejenis. Bagi auditor,
ketergantungan pada asumsi manajemen yang tidak terkuantifikasi—seperti alokasi harga "satu paket = satu
kewajiban"—meningkatkan risiko audit. Auditor dipaksa mengandalkan professional judgment ekstra untuk
memverifikasi kepatuhan PSAK 115, terutama ketika tidak ada dokumentasi rinci tentang metode alokasi harga
atau estimasi variable consideration. Sementara itu, regulator (OJK & IAI) menghadapi potensi ketidakpatuhan
terhadap prinsip full and fair disclosure dalam POJK No. 13/2020. Misalnya, ketiadaan pengungkapan sensitivitas
estimasi retur (+2%) dapat dianggap melanggar Pasal 8 POJK tersebut, yang mewajibkan penyajian informasi
kuantitatif tentang ketidakpastian signifikan.

Untuk meningkatkan kegunaan informasi keuangan, PT Unilever perlu melakukan tiga langkah strategis.
1. Pertama, pengungkapan breakdown pendapatan per kategori produk (misalnya, perawatan tubuh, makanan,

rumah tangga) dan kanal distribusi (distributor vs. e-commerce) dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Contoh praktik baik dapat diadopsi dari Nestlé Indonesia, yang memisahkan pendapatan produk
susu dan biskuit dengan margin bersih masing-masing.
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2. Kedua, analisis sensitivitas terhadap perubahan estimasi retur dan diskon. Misalnya, lampirkan tabel yang
menunjukkan dampak kenaikan retur dari 5% menjadi 7% terhadap penurunan pendapatan bersih sebesar
Rp18 miliar per kuartal.

3. Ketiga, pemisahan kewajiban pelaksanaan (performance obligations) untuk produk utama, layanan purna jual
(garansi kemasan), dan insentif promosi (poin loyalitas). Dengan memisahkan komponen ini, investor dapat
menilai apakah program "beli 1 gratis 1" benar-benar meningkatkan volume penjualan atau justru menggerus
margin melalui alokasi harga yang tidak proporsional.

Temuan ini selaras dengan argumen FASB (2022) bahwa granularitas informasi pendapatan merupakan
prasyarat untuk memenuhi karakteristik decision usefulness dalam kerangka konseptual akuntansi. Studi empiris
oleh Alexander et al. (2020) pada 50 perusahaan FMCG global menunjukkan bahwa pengungkapan alokasi harga
transaksi yang rinci meningkatkan akurasi prediksi laba analis hingga 15%. Di sisi lain, praktik Unilever
mencerminkan tantangan implementasi PSAK 115 di pasar berkembang, di mana keterbatasan sistem IT dan
kapasitas SDM seringkali menghambat penerapan standar yang kompleks. Regulator seperti Al perlu merespons
dengan menerbitkan interpretive guidance spesifik untuk industri FMCG, termasuk contoh teknis alokasi harga
pada kontrak bundling dan panduan mengukur standalone selling price untuk produk yang tidak memiliki pasar
aktif. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, perusahaan mungkin terus mengorbankan substansi ekonomi
untuk kepatuhan formal yang minimal.

Rekomendasi Praktis

Untuk mengatasi celah antara kepatuhan formal dan substansi ekonomi dalam penerapan PSAK 115, PT
Unilever Indonesia Thk perlu mengadopsi strategi praktis yang berfokus pada peningkatan granularitas pelaporan
dan penguatan sistem internal.

Pertama, perusahaan harus menyusun panduan internal terperinci terkait alokasi harga transaksi dan
identifikasi kewajiban pelaksanaan. Panduan ini perlu mencakup formula matematis berbasis relative standalone
selling price, seperti alokasi 60% harga paket "Sabun + Spons" ke sabun (Rp30.000 dari total Rp50.000) dan 40%
ke spons (Rp20.000), berdasarkan harga pasar individual masing-masing item. Contoh praktik dari Procter &
Gamble dapat dijadikan acuan, di mana perusahaan tersebut menggunakan residual approach untuk
mengalokasikan harga pada produk bundling yang tidak memiliki pasar aktif.

Kedua, implementasi audit internal kuantitatif secara triwulanan diperlukan untuk memvalidasi
estimasi variable consideration, seperti cadangan retur dan diskon volume. Misalnya, dengan menganalisis data
historis retur selama lima tahun terakhir, Unilever dapat mengembangkan model regresi yang memprediksi
fluktuasi retur berdasarkan faktor musiman (misalnya, peningkatan 2% retur selama musim hujan). Hasil analisis
ini harus diungkapkan dalam CaLK sebagai bagian dari catatan sensitivitas.

Ketiga, pelatihan berbasis kasus bagi staf akuntansi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman
teknis PSAK 115. Pelatihan ini dapat mengadopsi studi kasus nyata, seperti cara mengalokasikan harga transaksi
pada program loyalitas "Unilever Rewards", di mana poin hadiah harus diakui sebagai pengurangan pendapatan
berdasarkan nilai wajar (fair value) poin tersebut. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan template
standar dalam CaL K untuk memisahkan kewajiban pelaksanaan, seperti:

1. Produk Utama: Sabun, sampo, atau makanan.
2. Layanan Tambahan: Garansi kemasan 6 bulan atau layanan pengiriman premium.
3. Insentif Promosi: Diskon volume atau program "beli 1 gratis 1".

Kontribusi bagi Regulator: Temuan ini menjadi dasar bagi IAl untuk menerbitkan interpretasi teknis spesifik
industri FMCG, seperti panduan mengukur standalone selling price untuk produk yang tidak memiliki pasar aktif
(misalnya, spons dalam paket bundling), contoh kasus alokasi harga transaksi pada kontrak kompleks, termasuk
pembayaran bertahap dan insentif loyalitas, kriteria distinctness untuk produk dengan karakteristik unik, seperti
barang cepat rusak (makanan) vs. tahan lama (peralatan rumah tangga).

Dengan implementasi rekomendasi ini, PT Unilever tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap PSAK 115,
tetapi juga menciptakan benchmark pelaporan pendapatan yang transparan bagi industri FMCG di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mengurangi kesenjangan antara praktik akuntansi dan dinamika
operasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor melalui penyajian informasi yang lebih relevan dan
andal.
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Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan konteks yang tepat
atas temuan serta membuka ruang bagi pengembangan studi selanjutnya.

Pertama, ketergantungan pada data sekunder seperti laporan keuangan dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) membatasi pemahaman mendalam tentang motivasi dan pertimbangan strategis manajemen
dalam menerapkan PSAK 115. Misalnya, tanpa wawancara dengan tim akuntansi atau manajemen Unilever, sulit
untuk mengevaluasi apakah kebijakan alokasi harga agregat (“satu paket = satu kewajiban") didorong oleh
keterbatasan sistem IT, pertimbangan efisiensi operasional, atau tekanan bisnis tertentu. Padahal, studi oleh
Nguyen & Tran (2022) menunjukkan bahwa 40% keputusan akuntansi di perusahaan FMCG dipengaruhi oleh
faktor non-teknis seperti target penjualan atau hubungan dengan distributor.

Kedua, periode penelitian yang relatif singkat (2022—2024) mungkin belum cukup untuk mengobservasi
dampak jangka panjang PSAK 115 terhadap strategi penetapan harga, struktur kontrak, atau hubungan dengan
mitra distribusi. Implementasi standar akuntansi baru seringkali memerlukan waktu 3-5 tahun sebelum budaya
organisasi dan sistem internal sepenuhnya beradaptasi. Sebagai perbandingan, penelitian Smith & Lee (2021)
tentang adopsi IFRS 15 di Malaysia menemukan bahwa perubahan signifikan dalam praktik pelaporan pendapatan
baru terlihat pada tahun ketiga implementasi.

Ketiga, fokus penelitian pada kasus tunggal PT Unilever Indonesia Tbk membatasi generalisasi temuan
ke seluruh industri FMCG. Perusahaan dengan model bisnis berbeda—misalnya, yang mengandalkan penjualan
langsung ke konsumen (D2C) melalui e-commerce atau mengelola rantai pasokan yang lebih pendek—mungkin
menghadapi tantangan implementasi PSAK 115 yang berbeda. Contohnya, perusahaan seperti The Body Shop
Indonesia yang menggabungkan penjualan offline dan online perlu mengalokasikan harga transaksi untuk layanan
pengiriman ekspres, yang tidak relevan dalam konteks Unilever.

Keempat, penelitian ini belum mengeksplorasi interaksi PSAK 115 dengan standar akuntansi lainnya,
seperti PSAK 71 (Instrumen Keuangan) atau PSAK 73 (Kontrak Asuransi). Padahal, kontrak hybrid yang
menggabungkan elemen pendapatan dan derivatif (misalnya, kontrak penjualan dengan klausul harga tetap selama
2 tahun) memerlukan analisis integratif yang kompleks.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada beberapa bidang berikut:

1. Studi Longitudinal: Melakukan pemantauan implementasi PSAK 115 pada Unilever hingga 2030 untuk
mengamati evolusi strategi pengakuan pendapatan, adaptasi sistem IT, dan dampaknya pada hubungan
dengan distributor.

2. Analisis Komparatif: Membandingkan praktik alokasi harga transaksi dan identifikasi kewajiban pelaksanaan
antara Unilever dengan kompetitor utama (misalnya, Wings Group atau Indofood) untuk
mengidentifikasi best practices industri dan faktor penghambat spesifik.

3. Integrasi dengan Standar Lain: Meneliti sinergi atau konflik antara PSAK 115 dengan PSAK 71 dalam
menangani kontrak hybrid, seperti penjualan produk dengan klausul price adjustment berbasis indeks
komoditas.

4. Studi Kualitatif: Melakukan wawancara mendalam dengan manajemen akuntansi, auditor eksternal, dan
regulator untuk mengungkap tantangan operasional, seperti resistensi karyawan terhadap perubahan sistem
atau kesenjangan kompetensi teknis.

5. Dampak Teknologi: Menganalisis peran sistem ERP modern (contoh: SAP S/4HANA) dan kecerdasan buatan
(Al) dalam memfasilitasi otomasi alokasi harga transaksi, identifikasi performance obligations, dan
estimasi variable consideration.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Unilever Indonesia Thk telah mematuhi prinsip inti PSAK 115
dalam hal identifikasi kontrak dan pengakuan pendapatan saat pengalihan kendali (transfer of control) ke
distributor. Namun, implementasi standar ini belum sepenuhnya mencerminkan substansi ekonomi, terutama dalam
alokasi harga transaksi dan pemisahan kewajiban pelaksanaan (performance obligations) untuk transaksi kompleks
seperti program bundling dan promosi multi-item. Ketidakgranularan informasi ini mengurangi kegunaan laporan
keuangan bagi investor dan analis dalam menilai kontribusi produk individu atau efektivitas strategi pemasaran.

Rekomendasi praktis seperti penyusunan SOP alokasi harga berbasis relative standalone selling price,
audit internal kuantitatif, dan pengembangan template pengungkapan spesifik dapat meningkatkan transparansi
pelaporan. Di sisi regulator, temuan ini menegaskan perlunya interpretive guidance dari IAl untuk industri FMCG,
khususnya terkait kriteria distinctness dan contoh teknis alokasi harga pada kontrak kompleks.

Keterbatasan penelitian, seperti ketergantungan pada data sekunder dan periode observasi yang singkat,
membuka peluang untuk studi lanjutan. Analisis longitudinal hingga 2030, perbandingan dengan kompetitor, serta
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integrasi dengan standar lain seperti PSAK 71 dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi
PSAK 115 di pasar berkembang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan granularitas pelaporan pendapatan

bukan hanya masalah kepatuhan, tetapi juga kunci untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Bagi
industri FMCG, adaptasi PSAK 115 harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM, sistem IT, dan kolaborasi
dengan regulator guna menjawab tantangan unik pasar domestik.
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